
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2OO8

TENTANG

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal
108 undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, periu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3S5);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zooq Nomoi66,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
44OOl;

5. Undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan 

_ Pembangunan Nasional (Lembaran- Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan_ Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor tis, TamtahanLembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 443T1
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sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor gTahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah
Pengganti undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesii Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 1og, Tambahan Limbaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSag);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo4Nomor L26, Tambahan Lembaian Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4a38);

PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEKONSENTRASI DANTUGAS PEMBANTUAN.

Menetapkan:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1' Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah,

adalah Presiden RepuUtit< lndonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud darari undang-undang Dasar
Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945.

2. Kementerian legara, yang selanjutnya disebutkementerian, adalah Iembaga pemerintah pelaksanakekuasaan pemerintahan yang membidangi urusantertentu dalam pemerintahan.
3' Lembaga adarah organisasi non-kementerian negara daninstansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untukmelaksanakan tugas tertEntu bLrdasarkan Undang_undang Dasar Negara Republik lnaonesia 1945 atauperaturan perundang_undangan lainnya.
4' Pemerintahan daerah adarah penyelenggaraan urusanpemerintaha: 

. oleh pemerintah a..r"l" dan DewanPerwakilan Ralryat Dierah menurut asas otonomi dan
iugas pembantuan dengan prinsip otonlmi seruas-luasnya dalam sistem i.r, prinsii u.g"ra Kesatuan
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Republik Indonesia sebagaimana

Tahun 1945.

dimaksud dalam
Republik Indonesia

atau
unsur

5 Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati,walikota, dan perangkat jaerah seUa6[ipenyelenggara pemerintihan daerah.
Dewan Perwakilan 

. 
Ralryat Daerah, yang selanjutnyadisebut DPRD, adalali lembaga 'p"r*&if"" 

rakyatdaerah sebagai unsur penyelJngg.r" 
-f"*.ri.rtahan

daerah.

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah,adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayahl berw"rrang mengatur danmengurus urusan pemerintahan a"" l.pentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masy"r"f."t aaf"* J;;;* NegaraKesatuan Repubtik maone.ia.
Desa atau yang disebut dengan nama 

 
lain, yangselanjutnya disebut desa, 

^a"r"r, kesatuan mlsyarakat
l*.::^-Ii:s memiliki batas_batas wilayah yansoerwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat se tempat, berdasarkan- ;-.;l_;"Jl"odu' udrt
:::,.19, setempat yang diakui dan dihormati dalam
,.,ll,jft."lemerintahan Negara Kesatuan Republik

Satuan Kerja perangkat Daerah, yang selanjutnyadisebut SKPD, 
, adilah org.rri.asi/lembaga padapemerintah dae.rah yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan dekonsenir".iTtrg." pemerintahan di

i:H- terrentu di d.;r.h 
-;;;;ir,.i, -r..ur;;;", 

atau

10' Dekonsentrasi adalah perimpahan wewenang dariPemerintah kepada gru.rlu. sebagai wakil pemerintahdan/atau kepada trr.iurrivertikal di wilayah tertentu.
1 1' T\'rgas pembantuan adarah penugasan dari pemerintahkepada daerah dan/ataui"r",-darj pemerintah provinsikepada kabupaten, atau kota dan /atau desa, serta daripemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untukil:ff;|il#"" i-tr' i.lt"',t, a.-"E"" kewajiban

p 
" 
lak"u'r,..,, r,v" kep ad a vans fr :fii*:jii:::"" n awa b kan

12. Anggaran pendapatan dan 
, 
Belanja Negara, yangselanjutnya diseblt A'BN, 

'adalah 
,.rr"..,-l keuangan

6

7

8

9
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tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rairyat, dan ditetapkan dengan
undang-undang.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

16. Dana T\.rgas Pembantuan provinsi adalah dana yang
berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh
kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

17. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah danayang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan oieh desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka peiaksanaan
tugas pembantuan dari pemerintah Kabupaten, atau
Kota kepada Desa.

18. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut
RKP, adalah dokumen perencanaan nasionar untuk
periode 1 (satu) tahun.

19. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya
disebut Renja-KL, adalah dokumen p.r..r.unuu.,
kementerian/lembaga untuk periode I (satui tahun.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumin
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu kementerian/lembaga yarrg merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja pemJriniahlan Rencanastrategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.
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21. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya
disebut DIPA atau dokumen -tu.i, yang iip.r.u*akan
dengan DIPA, adarah suatu doklmir pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga
serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfung"si
sebagai dokumen pelaksanaan p"rrd"rr""., kegiatanserta dokumen pendukung i<egiatan akuntansi
pemerintah.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanak"an instansipernerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dantujuan serta memperoleh alokasi anggaran, ataukegiatan masyarakat yang dikoordinasikan""oleh instansipemerintah.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
PRI NSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

23' Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakanoleh satu atau beberapa satuan kerja Jebagai bagiandari pencapaian .u.rr.ri' terukur p"i" .r"t., programdan terdiri 1"{ sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang blrsifat personil (sumber dayamanusia), barang modal termasuk peralatan danteknologi, dana, atau kombinasi dari t.U"r.p^ ataukesemua jenis.sumber daya tersebut sebagai masukanuntuk menghasilkan keluaran dalJm bentukbarang/jasa.

(1) Pemerintah menyerenggarakan sebagian urusan yangmenjadi kewenangannya di daerah 6.raa.arkan asasdekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan meraruipelimpahan sebagian urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan kementeriani l.;b&;.
(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan meraluipenugasan sebagian urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan pemberi tugl. p.;;;;tuan dariPemerintah kepada daerah dan/atau desa, daripemerintah provinsi kepada ' kabupaten/kota,dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kotakepada desa.
(4) Kementerianflembaga menetapkan norma, standar,prosedur, dan kriteria pelaksanaan 

, 
kegiatandekonsentrasi dan tugas pembantuan.
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Pasal 3

(1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusanpemerintahan dari pemerintah tJp"a" instansivertikal di daerah didanai *.f"f"i anggarankementerian/lembaga.
(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusanpemerintahan dari pemerintah t"p"ai g"bernur danpenugasan dari pemerintah kepad" p.*.iirrtah daerahdan/atau pemerintah rdesa didanai,.fuiri anggarankementerian/lembaga.
(3) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan perimpahansebagian urusan pemerint.h.r, i"" 

--pfraksanaan
penugasan dilakukan secara tertib, taat padaperaturan perundang_undangan, efisien, ekonomis,efektil transparan, dan bertanggrrng jawab denganmemperhatikan rasa keadilan daii.p?t"t^"

Pasal 4

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang d,impahkankepada gubernur' sebagai ;Jti -iemerintah
dilaksanakan oleh SKpb provinsi berdasarkanpenetapan dari gubernur.

(2) Sebagian uru.san pemerint*q. yang ditugaskankepada pemerint"r, a".rurr' aitr.t..nakan oreh sKpDprovinsi atau kabupaten/kota berdasarL"r, p".r.tapandari gubernur atau bup.ii/*Jit;;;:"*'^q'rr l

(3) Sebagian urusan pemerint3lu, yang ditugaskan

5:si:^ 
pemerintar,'ae.a 

-J,"k.ur,"r."ri 

"r;., kepara

Pasal 5

(1) Urusan ,._T:i1,.uhan. .Iang dilimpahkan kepadagubernur sebagai wakii 
-pemerintah 

tidak borehdilimpahkan kep-ad. b;;;ii / walikota.
(2) Urusan pemerintul"l yT.q 

. ditugaskan kepadapemerintah provinsi tidak bo'ieh;rGffi;" kepadapemerintah kabupaten/ kota.
(3) Urusan pemerintahan yang. 

- ditugaskan kepada
[:[TlT3[.1,X'#fl 1': l/ 

- * " ti a * uZi" r, 
*J 

i t,, g,. r..,,
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(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan
pemerintah desa untuk melaksanakan
urusan pemerintahan tertentu.

(2) Dalam hal kementerian/lembaga akan memberikan
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
penugasan tersebut harus mendapat persetujuan dari
Presiden.

(3) Presiden memberikan persetujuan penugasan seterah
mendapat pertimbangan dari Men[eri dalam Negeri,Menteri Keuangan, dan menteri yang membidingi
perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 7

(1) Menteri/pimpinan lembaga menetapkan peraturan
Menteri/Pimpinan Lembiga untuk memberikan
penugasan kepada pemerintah desa setelah mendapat
persetujuan presiden.

(2) Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga disampaikan
kepada kepala desa *"lu.lrri bupati/,iralikoia sebagaidasar pelaksanaan- 

_ tugas pembantuan dengantembusan kepada MentJri Oalam N.g.ri, MenteriKeuangan, menteri yang membida"gi "p.r.ncanaan
pembangunan nasional, din gubernurl

Pasal 6

BAB III
RUANG LINGKUP

kepada
sebagian

Pasal 8

Ruang. lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuanmencakup aspe|< penyelenggaraan, pengelolaan dana,pertanggungjawaban dan pElapo.an, pembinaan danpengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan dekonsentrasi
dimaksud dalam pasal g meliputi:
a. pelimpahan urusan pemerintahan;
b. tata cara pelimpahan;

sebagaimana
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c. tata cara penyelenggaraan; dan
d. tata cara penarikan pelimpahan.

(2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal g meliputi:
a. prinsip pendanaan;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. penyaluran dan pelaksanaan; dan
a. gl,lSetolaan barang milik negara hasil pelaksanaan

clel(onsentrasi.
(3) Pertanggungiawaban dan pelaporan dekonsentrasisebagaimana dimaksud dalam pasal S metiputi,

a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
b. pengelolaan dana dekonsentrasi.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan 
- 

tugas pembantuan sebagaimanadimaksud dalam pasal g mltputi:
a. penugasan urusan pemerintahan;
b. tata cara penugasan;
c. tata cara penyelenggaraan; dan
d. penghentian tugas pembantuan.

(2) Pengelolaan 
,dana tugas pembantuan sebagaimanadimaksud dalam pasal-g meliputi:

a. prinsip pendanaan;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. penyaluran dan pelaksanaan; dan
d' pengelolaan barang milik negara hasil peraksanaantugas pembantuan.

(3) Pertanggungjawaban dT. pelaporan tugaspembantuan sebagaimana dimaksud;.r^; pasal gmeliputi:
a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
b. pengelolaan dana tugas pembantuan.
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(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapatdilakukan kepada gubernur.
(2) selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagianurusan pemerintahan dapat pura aitimpatrkan kepida:

a. instansi vertikal;
b. pejabat pemerintah di daerah.

(3) Jangkauan pelayanan atas qenyelenggaraan sebagianurusan pemerintahan yang dilimpahkin sebagaimanadimaksud qugu ay-at (2i, aaplt *.-tu*p".,i satuwilayah adminis trasi p.*eiin tahan prori...i'
(4) Penyglenggaraan urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud pa.du ayat (3j dikoordinasikan kepadagubernur masing_mising'wilayah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu
Pelimpahan Urusan pemerintahan

Pasal 1 1

Pasal 12

Instansi vertikal. yang menyelenggarakan urusanpemerintahan . di provinsi dan "" k;;paten/kota
sebagaimana dimaksud dalam pasal r r 

"yuilii wajib:
a' berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikotadan instansi terkuit du-l.r' perencanaan, pendanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, .."i,'^i dengannorma, standar, p-edoman, u.ih^rr, dan kebijafanpemerintah yang diselarasi<an dengan p.r.rr.urr"u.,.

!"t... Tang dan .program pemu."gri;r, i".r"r, sertakebijakan pemerint^f, au"rl.h lainnlya; a"" --
b. memberikan saran kepada me.nteri/pimpinan lembagadan gubernur atau bupati/walikota t.rf.ru"n denganpenyelenggaraan urusan pemerintahan yangdilimpahkan.

Pasal 13

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenangPemerintah di bid.ang pofiiif<-.itur rr.g,.ri p.r,"hu'ur,,keamanan, ,rustisi, .io'""t",'a"., -n"r.;i;;il;at, 
serta
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agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan
oleh instansi vertikal di daerah.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang
Pemerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat
di daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansi
vertikal tertentu di daerah.

(3) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah merupakan sebagian urusan
pemerintahan yang menurut peraturan perundang_
undangan ditetapkan sebagai urusan pemeiintah.

(4) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan pemerintah ini.

Pasal 14

(1) U_rusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalam
bentuk program dan kegiatan kemeiterian/lembaga
yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu
pada RKP.

(2) U_rusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelimpahan

Pasai 15

(1) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi
merupakan bagian yang tidak teipisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasih31u: memperhatikan aspek kEwenang";, efisiensi,efektifitas, kemampuan keuangan negara, dansinkronisasi antara rencana kegi-atan d.forr..rrtrasi
dengan rencana kegiatan pemban-gunan aa.."fr.
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(3)Penyusunan perencanaan
dekonsentrasi dilakukan
perundang-undangan.

program dan kegiatan
sesuai dengan peraturan

Pasal 16

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif,kementerian/lembaga *"*pr^karsai dan
merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang
akan dilimpahkan kepada gubeinur sebagai waki'i
pemerintah di daerah paling rambat pertengahan
bulan Maret untuk tahun urrggiran berikuinya.

(2) Rumusan t-entang sebagian urusan pemerintahan
yang akan dilimpahkan kepada gubernur dituangkan
dalam rancangan Renja-xi dan -di""*pu.ikan 

kepada
menteri yang membidangi perencanaan pembangr.ru.,
nasional sebagai bahan koordinasi dalam MusyawarahPerencanaan pembangunan Nasional
(Musrenbangnas).

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional bersama menteri/pimpinan lei_rbaga
melakukan penelaahan rancangan- Renja_KL yaigmemuat rumusan tentang sebagian urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan,- dan hasilnya
lkan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja_KL
dan RKP.

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepadagubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan
yang akan dilimpahkan paling lambat pertengahan
bulan Juni untuk tahun .rgg.i.n berikutnya seterah
ditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan
ditetapkan dalam bentuk peraturan Menteri/pimpinan
Lembaga.

(6) Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga disampaikan
kepada gubernur dengin tembusan'i..p;J; MenteriDalam. Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yangmembidangi perencanaan pembangunan nasionalpaling lambat minggu pertama bulan Desember untuk
lahun anggaran berikutnya seterah ditetapkannyaPeraturan presiden tentang Rincian Arg;";;; BelanjaPemerintah pusat.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 17

(1) D_alam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh pemerintah, gublrnur sebagai wakil
Pemerintah melakukan:

penytapan perangkat daerah
melaksanakan program dan
dekonsentrasi; dan

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan
dan pelaporan.

(2) Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur yang UeipeJoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri ber'kaitan dengan
penyelenggaraan urusan p.*..irrtahan sebagaimana
dimaksud ayat (1).

(3) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitandengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

b

a. sinkronisasi dengan
pemerintahan daerah;

Pasal 18

Pasal 19

penyelenggaraan urusan

yang akan
kegiatan

?*.r" penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasar 1 1 ayat(1), gubernur berpedoman pada norma, standar,pedoman, kriteria, dan kebijakan p.*..i.rt.f,, sertakeserasian, kemanfaatan, kelaicaran pelaksanaan tugaspemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara penarikan pelimpahan

(1) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
dapat dilakukar, 

"p"til",a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan
karena pemerintah mengubah kebij'akan; aanTatau

b' pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalandengan ketentuan p 
"ru.iuran 

perundang_undan gan.

DISTRIBUSI UI
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(2) Penarikan pelimpahan dari pemerintah dilakukan
melalui penetapan peraturan Menteri/pimpinan
Lembaga, yanq tembusannya disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteriyang membidangi perencanaan pembangunan
nasional.

(3) Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga digunakan oleh
Menteri Keuangan sebagai dasar pemutot<iran dalam
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana
dekonsentrasi.

BAB V
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu
Prinsip pendanaan

Pasal 20

(1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepadagubernur sebagaimana dimaksud daiam pasal 13
lyat (3) didanai dari APBN bagian anggaran
kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

(2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi diarokasikan
setelah adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah
melalui kementerian/lembaga kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah di dierah.

(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan
untuk kegiatan yang bersifat non_fisik.

Bagian Kedua
Perencanaan dan penganggaran

Pasal 21

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yangakan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKp.
(2) Rencana lokasi dT anggaran untuk program dankegiatan yang akan Jfrekonsentrasikan d.isusundengan memperhatikan r..**p""o keuangannegara, keseimbangan pendanaan di daerah, dankebutuhan pembang".ri daerah.

DISTRIBUSI III
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Pasal 22

(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku bagi ApBN.

(2) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam
penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalampembahasan bersama antara kementerian/lembaga
dengan komisi terkait di DpR.

(4) !51-KL yang telah disepakati oreh komisi terkait diDPR disampaikan kepada Menteri Keuangan danmenteri yang p".TliAlngi perencanaan pembangunan
nasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RI(A-KL ditetapkan menjadi Satuan
Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK). J

(6) RIG-KL yang telah ditetapkan menjadi sApsK
disampaikan kepada kementerian/ lembd;

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA_KL yang
telah ditetapkan menjadi SApsK'kepada grl..r,rr.

(8) setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkanKuasa Pengguna Anggaran, pejabat pembuat
Komitmen, 

feja.bat nen[uii fagihan/FenanaatanganSurat Perintah Membayar, dan BendaharaPengeluaran serta menyampaikannya kepadamenteri/pimpinan lembaga din Menteri Iieuangan.
(9) RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (7)diberitahukan oreh gubernur kepada DPRD provinsipada saat pembahasan RAPBD.
(10)Tata cara penyusunan RKA_KL mengacu padaketentuan peraturan perundang_undu.,g.rrl

Pasal 23

(1) RTA-K! yang 
. relah ditetapkan menjadi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22menjadi dasar dalam penyusunan DIpA.
(2) Tata cara penyusunan DIPA sertapenetapan/penge-sahannya mengacu pada ketentuanperaturan perundang_undangan.

SAPSK
ayat (6),

DISTRIBUSI III
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Pasal 24

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL din DIpA
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (I) digunakan
oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan
evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan
dan pengendalian fiskal nasional.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pelaksanaan
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Pasal 27

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi

Pasal 25

(1) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh
Bendahara umum Negara atau kuasanya melarui
Rekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Negara
Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 26

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi
merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas
Umum Negara sesuai dengan peratura., p..rrr-durrg_
undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo
kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus
disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari
pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang
milik negara.

(3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) isuai den-ganketentuan peraturan pe rund an g_urrd."r, g"rr.

DISTRIBUSI III
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Pasal 28

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan
barang tersebut dilaksanakan oreh pemerintah
provinsi sebagai barang milik daerah.

Pasal 29

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan danpemanfaatan barang sebagaimana dimaksud daramPasal 28 ayat .(21; merufakan bagian yang tidakterpisahkan dari pengelolaan " barang miliknegara/daerah.
(2) Tata cara pengelolaan barang milik

pengendalian dan pengawasannya,
sesuai dengan ketentuin peraturan
undangan.

BAB Vi

PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DEKONSENTRASI

Pasal 30

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 31

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi
mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabiritas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasipenyerapan 
93"1, . 

pencapaian target keluaran,kendala yang dihadapi, dan saran tindaf lanjut.
(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari raporan rearisasianggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, danlaporan barang.

(1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab
pelaporan kegiatan dekonsentrasi.

negara serta
dilaksanakan

perundang-

atas

DISTRIBUSI III
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(2) Pen5rusunan dan penyampaian laporan kegiatan
dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:
a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan

dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernui
melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan
kepada kementerian/lembagi pemberi dana
dekonsentrasi.

b. Gubernur menugaskan sKpD yang membidangi
perencanaan untuk menggabungkan laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, d"r, menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf_ 
. b digunakan sebagai bahan

perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatandekonsentrasi berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana

Pasal 32

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa pengguna
Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung 3awabatas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

(2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa pengguna
Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansidan bertanggung jawab ter-hadaf" p".ry,-,"rrrr,r, danpenyampaian laporan pertanggungjawr.b"r, keuangan
dan barang.

(3) Penatausahaan - keuangan dan barang dalampelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisahdali penatausahaan keuangan dan barang dalampelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.
(41 Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diselenggarafan oleh SKPDprovinsi sesuai dengan peraturan perundang_

undangan.

DISTRIBUSI III
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Pasal 33

(1) Penyusunan dan penyampaian laporanpertanggungjawaban keuangan dan barangsebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2)dilakukan dengan tahapan:
a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan

dekonsentrasi atas nama grb.r.rir. menyusun danmenyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan dan barang setiap triwutai aan setiapberakhirnya tahun anggaran kepadamenteri/pimpinan lembaga pemberi danadekonsentl?:i, dengan tem--busan f..p"a" SKpDyang membidangi pengerolaan keuangan daerah;

b. Gubernur menggabungkan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang ataspelaksanaan dana i.t o.r..rrtrasi danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada MenteriKeuangan;
c' Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikandana dekonsentrasi menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang setiapberakhirnya tah_un anggaran kepada presiden

melalui Menteri Keuangai.
(2) Bentuk dan isi raporan pertanggungjawaban keuangandan barang berpedoman p"a? f..i."t"." peraturanperundang-undangan.

Pasal 34

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secaratahunan atas p.tut iur^.r, dekonsentrasi orehgubernur dilimpirkan dalam Laporan

|."t3**ngjawaban 
pelaksanaan ApBD kepada

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat d,akukan secara bersama-sama atauterpisah dergan Laporan pertanggungiawaban
Pelaksanaan Ap-BD

DISTRIBUSI III
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BAB VII
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu
Penugasan Urusan pemerintahan

Pasal 35

(1) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuankepada pemerintah provinsi .t^r't.blf,aten/kotadar/atau pemerintah desa untuk meraksanakan
sebagian urusan pemerintahan.

(2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugaspembantuan kepada pemerintah t.t"p"t. nlkotada,/atau pemeiintah d"". untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan provinsi.
(3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugaspembantuan kepada p."..ri"i.rt----;;;; untukmelaksanakan sebagian urusan pemerintahankabupaten/kota.

Pasal 36

(1) urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dariPemerintah kepada ier:ierintah 
-pr"?i".i 

ataukabupaten/kota dani atau pemerintah desamerupakan sebagian urusan pemerintahan di luar6 (enam) urusan yang bersifat -"ti"r. [rr! *.nu.utperaturan perundang_undangan aitetapf<a.n sebagaiurusan pemerintah.
(2) Urusan pemerintaha.n yang dapat ditugaskan daripemerintah provinsi kepada -'p._"rintah

kabupaten/kota dan/atau pemerintah desamerupakan sebagian urusan pemerintahan yangmenurut peraturan perundang_undangan ditetapkansebagai urusan p.*.iirrtah provinsi.
(3) Urusan pemerintahan 

.-yang dapat ditugaskan daripemerintah kab-upaten/kota"t<epada p"*;ri",ah desamerupakan sebagian urusan pemerintahan yangmenurut peraturan perundang_undangan ditetapkanse bagai uru san p. m 
"ii., 

tah kab-up"r"" 7j- i..-'

DISTRIBUSI III
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Pasal 37

(1) urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah
dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
I:i:":..rian/lembaga yang suda-h ditetapilan dalam
r(enJa-KL yang mengacu pada RKp.

(2) urusan yang 
. 
dapat ditugaskan dari pemerintahprovinsi kepada pemerintih kabupatlrrit ot" danpemerintah desa dijabarkan dalam t"rrtrt program

13" kegiatan pemerintah provinsi V^"g sudahditetapkan dalam Rencana Kerja Sl.tuan KerjaPerangkat D,aerah (Renja pKp_D) p-"i".i yangme-ngacu pada Rencana Kerja pemeiintah Daerah(RKPD) provinsi.
(3) Urusan yang. dapat 

_ 
ditugaskan dari pemerintahkabupaten/kota kepada peirerintah desa ?iirUurt 

^.,dalam bentuk progra* dan kegiatan pemerintahkabupaten/kota yang sudah ditetJpka" air.- Renja
,S{PD kabupaten/ko1a yang mengacu pada RKPDkabupaten/kota.

(4) urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikankriteria eksterniritas, ikuntabilitas, da.,'- efisiensi,serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.

Bagian Kedua
Tata Cara penugasan

,"," 
" " 

Iijif, 
.f, 

: 
j., 

*u. u,,

Pasal 38

(1) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuanmerupakan bagian yang tidaf terpisahiia.,'iu.i sistemperencanaan pembangunan nasional.
(2) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuanharus memn;lhitikan 

".p.t kewenangan, efisiensi,efektifitas, kemampuan ' keuangan negara, dansinkronisasi antara rencana . kegiatan tugas
I:I:f,:rr"" dengan r"r,".r. r."girt.r,-fr;bangunan

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugaspembantuan dilakukan l..r.i dengan peraturanperundang_undangan.

DISTRIBUSI III
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penugasan dari J"Tl?fiul, r..p"aa Daerah
dan/atau Desa

Pasal 39

(1) Setelah ,,ditetapkannya pagu indikatif,kementerian/lembug" *.rrrprakarsai dan merumuskansebagian urusan pemerintahan yane;;;'ditugaskankepada gubernui atau bupati/walikota, dan/ataukepala desa paling rambat pertengahan buran Maretuntuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yangakan ditugaskan kepada 'gubernur 

ataubupati/walikota, dan/atau kepara ?.." dituangkandalam rancangan Renja_KL dan disampaikan kepadamenteri yang membidangi perencanaan pembangunannasion al s e bagai bah an foordinasi aaJa-r,i 
-Mu 

ry"*urahPerencanaan pembu.rgr.,ur. Nasional Gvf"S*"Uangnas).(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional bersama "menteriTpir"pi"J"'- 
lembagamelakukan penelaahan rurr.ung.n 

- Renja_KL yangmemuat rumusan tentang - sebagian urusanpemerintahan yang akan aitigu."t 
^;;-;;; hasilnya

ifi*r":nakan "JUug.i u"hu., penyusunan Renja_KL

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepadagubernur atau. uupitiTwatitiota dan/atau kepara desamengenai lingkup urusan pemerintahan yang akanditugaskan 
fli"S fu*Uui lertengahan butan Juniuntuk tahun anggaran berikutnya setelahditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan
i::fjfjn dalam u t 

" 
t"rt 

-F. 
r" tur..,"tut.., t. rv ni,ipin an

(6)Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga disampaikankepada gubernur atau bupati/wafi.ota dan/ataukepala desa dengan i"ilrJr. kepada Menteri DaramNegeri, Menteri- K.;;;;;;, dan *".,t".i yansmembidangi pere.rcanaan pembangunan nasionarparing lambat ming€u p..i"*u bulan besember untuktahun anggaran -uerit<utnya. 
setelah ditetapkannya

;:filn:n ;:.,1;" tenra.ng, ni""i.,, e,.s;;; Beranja
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Paragraf 3
Penugasan dari pemerintah provinsi kepada

Kabupaten/Kota dan/atau Desa

Pasal 40

(1) Pemerintah provinsi memberitahukan kepadabupati/walikota dan/atau kepala a.r" mengenailingkup urusan pemerintahan provinsi yang akanditugaskan p"g^ tahun anggaran berikutnya segerasetelah ditetapkannya prioritas dan plafon AnggaranSementara (ppAS).
(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi danefektifitas penyelenggaraan pemerintahan, sertasinkronisasi antara rencana . kegiatan tugaspembantuan dengan rencana kegiatan pembangunandaerah kabupaterrT kot" dan/atau desa.
(3) Pemberitahuan dapat

pertimbangan bagi
dan/atau desa dalam
anggaran daerah.

dijadikan sebagai bahanpemerintah kabrrpaten/kota
menyusun perencanaan dan

(a) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (l) dinjlai .luylk, pemerintah [.U"p.,.n/kotadan/atau pemeriniur,' d."" .membuat pernyataanmenerima untuk melaksanakan -p"r,rg;rrn 
daripemerintah provinsi.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskankepada bupati/warikota- 
-a.rr7uti.r---r.puru 

desadituangkan dalam bentuk peraturan Gubernur.
(6) Peraturan Gubernur ditetapkan seterah mendapatmasukan dari Tim Koordina.i n..ry.f"rrfru."u, TugasPembantuan provinsi.
(7) Peraturan Gubernur menjadi dasar daram peraksanaan

iilr,"ffngalokasian 
t;';;;"' tugas pembantuan

penugasan dari ri-,lr::_tlfl n^o,rraten / ko ta
kepada Desa

Pasal 41

t" 
I:[:IT:L kabupaten/kota memberitahukan kepada
yansakandt,ft"t?J".; jx""liii"J::_U,*Un:llij

DISTRIBUSI III segera
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segera setelah ditetapkannya prioritas dan plafon
Anggaran Sementara (ppAS).

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi danefektifitas penyelenggaraan pemerintahan kabupatenatau kota, serta sinkionisasi antaru i.""""a kegiatantugas pembantuan dengan rencana kegiatanpembangunan desa.
(3) Pemberitahuan dapat drjadikan sebagai bahanpertimbangan pemerint"r, " a... 

" a.ii#' *..rrr.r.,perencanaan dan anggaran desa.
(a) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinitai .layak, pemlrintah a;; membuatpernyataan menerima untuk meraksanakan penugasandari pemerintah f.uU"putl" 

^,^, kota.
(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskankepada kepara 'aesa ---iltr..rgLu, 

dalam bentukPeraturan Bupati/ Walikota.
(6) Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan setelahmendapat masukan dari Ti;---" KoordinasiPenyelenggaraan Tugas pembantuan Kabupaten/Kota.
(7) Peraturan Bupati/Waiikota menjadi dasar dalampelaksan..r, 

, iu"' p."gufof.asian anggaran tugaspembanruan kabup.ti"l [o1..

Bagian Ketiga
Tata Cara penyelenggir"^r, 

Tugas
Pembantuan

rugas pemban t"IiTfi,'ij*.,i., tuh Kepad apemerintah Daerah

Pasal 42

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangcrrtugaskan dari piherintah, kepata daerah merakukan:a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan daerih; r
b. penyiapan. perangkat daerah yang akan

#**T,t11i1u,rn'Js'^* dan t'.giat.n tugas

" 5::'i:ffilrffngendalian, pembinaan, pensawasan,

DISTRIBUSI III (2) Kepala .
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(2) Kepala daerah membentuk tim koordinasi yangditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah yangberpedoman pud. peraturan Menieri Daram Negeriberkaitan dengan f."y.f"rrggaraan urusanpemerintahan sebagaim."u ai_.f.."8-p"a" ayat (1).
(3) Kepala daerah memberitahukan kepada DPRDberkaitan de.ngan p"r,y.t"rrggaraan urusanpemerintahan sebagaimu"u ai*^ffi;ffi ayat (1).

Pasal 43

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan sebag"i*ur," dimaksud daram F...r 42 ayat(1), kepala aaerirr U.rf.a-o'riu. pada ,ror*u, standar,pedoman, kriteria, aui 
- 

f..Uiut^., pemerintah, sertakeserasian' kemanr^",.o k;i;;".."n peraksanaan tugaspemerintahan dan pembungrnun d.aerah.

11s1" pembant"#:1Ti.1r..i.,tuh 
provin siKepada pemerint^n X.L"pui..r7tot.

Pasal 44

(1) Dalam penyerenggaraan urusan pemerintahan yang
#t-trfll, o".r pimerint.n p.orir,.i, a;;;;i/watikota
a. sinkronis

il$tr,' 
" ;L;:l: "Uff#:" T?l 3#T: j :H:?;f :X

b. penyiapan perangkat
melaksanakan program
pembantuan; dan

daerah
dan

yang
kegiatan

akan
tugas

c' 
5::ti:,#pengendalian, pembinaan, pensawasan,

(2) Bupati/walikota membentuk !i_ koordinasi yangditetapkan a."g"" p;;;;;" 
-Bupati/wJrfto,. yansberpedoman pua" p.r^i"r." Menteri, ;;i;,. Negeriberkaitan dengan -"1.*elenggaraan 

urusanpemerintahan sebigaim""i Ji*"r."iTpli" ayat ( 1 ) .(3) Bupati/walikota memberit^h;;;* I.r.J; D'RDberkaitan dengar:- 
'-"O."r.lenggaraan 

urusanpemerintahan sebagaim..rifi_"ksud pada ayat (1).

DISTRIBUSI III
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Pasal 45

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan sebagiim^n" dimaksud a"u* F"""r 44 ayat(1), bupati/walik-ota berpedoman pada norma, standar,pedoman, kriteria, dan kebijakan p.*.ri"t"fr, sertakeserasian, kemanfaatan, kelancaran peiaksanaan tugaspemerintahan dan pembangunan daerah.

rrgas pembantJ.T:fl?t :merintah dan/ atauPemerintah provinsi dan/ atur-p.*"rintah
Kabupaten/kota Kepada p"*"rirrtuh Desa

Pasal 46

(1) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasidengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, danpemerintah kabupaien/kota berlaitan denganpenyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan dari p"r.,".i.tur, a.;7;;; pemerintahprovinsi.
(2) Kepala o*r 

_ 
melakukan persiapan dan koordinasi

$:ffi,*adan 
permusyawaiatan desa dan kecamatan

pemerintaha 
dengan penyelenggt'uuo urusan

kabupate,r/kt:t".yu"g ditugaskan dari pemerintah

(3) Dalam penyerenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan se.ba[ii*u'u o,,,uL.r.i p"d;-;;t (t) danayat (2), kepala desa memperh",ir.",i ,i"],iru, .tu.,du.,pedoman, kriteria, au" 
--r.'.tijakan 

pemerintah ataupemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(4) cama, atay dengan sebutan lainnyamengkoordinasikan 

_ *ll"t.r,gg.i;r, tugas
ffiT-t#l'H? 

" 
o iil' o. Ij: "i"i, 7 x. u iil t;i) x o, " yi n g

m . Bagian Keempat'I'ata Cara penghentian penugasan

pasal 47

yang telah

DISTRIBUSI III

(1) Penghentian
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"px,':i:?" -ff Hlff :1""

a. urusan
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a' urusan pemerintahan tidak dapat d,anjutkankarena pemberi penugasan mengubah kebijakan;dan/atau
b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalandengan ketentuan peraturan perundang_undangan;

dan/atau
c. penerima penugasan mengusulkan untukdihentikan sebagian atau r.tr*trry^. 

-

(2) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintahdilakukan melalui
Menteri/Fimpinan i"*o"rX,' IXX?,"*l::XT;;;disampaika* kepada r'rl";ri D;h; ruegeri, MenteriKeuangan, dan me.nteri yang membidangi perencanaanpembangunan nasional.

(3) Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga digunakan orehMenteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalamdokumen e

tugas p.*b:figffan 
dan penghentian "ir".r;;;;

(a) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakdiusulkan penghentian f.-rrrguru' belum ditetapkanPeraturan Menleri/pir"p;;" Lembaga, kepala daerahdan kepala desa a"iui- menghentikan sementara
5ifl:fff:araan u'u'a'' pemerintahan vans

(5) Penghentian 
. 
tugas pembantuan dari pemerintahprovinsi dilakukan *.iJ"i Keputusan Gubernursetelah mendapat masu]<an aaii Ti; KoordinasiPenyelenggaraan T\-rgas pemUantr"r, prorinsi, dengantembusan kepada Op;nO provinsi.

(6) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintahkabupaten' atau tota aiiat ut a, meralui 'Keputusan
Bupati/warikota setelah *..raup.t masukan dari TimKoordinasi 

. 
nenyetengg";;;" T\rgas pembantuan

[ilff;,Hif"",:' 
- 

a'"E?" 
*i.*b,""],, - 

r..p"au D.RD
(7) Selama peraturan Menteri/pimpinan Lembaga atauKeputusan Gubernu, ;;;; Bupati/Watikota betumditetapkan, penerima

fr,'J#li:ffarakan 
-;;;.." 

i:H1ill;n"" i*"i

DISTRIBUSI III

BAB VIII
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BAB VIII
PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu
prinsip pendanaan

Pasal 48

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dariPemerintah kepada -p.*-..intafr 
p."?i".i atau

\ab.upaten/kota 
-dan/atau 

pemerintah desa didanaidari APBN
m e r arui a ^,,.ffi ,:L-ffi 

" 
J'"fflJ:ifll 1.T,1?:?dalam peraturan pemerintahr, ini.

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan daripemerintah provinsi ' klpaaa-"-"* f.*erintahkabupate"/k:_l? OanTatau pemerintah deia didanaidari ApBD provrnsr.
(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan daripemerint"h 

I1llpaten/kota kepada pemerintah desadidanai dari ApB6 f.uU"putJ" /kota.
(a) Tata cara pendanaan.^t.ugas pembantuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) i." Iv., (3) diaturr.t*-, ranjutdengan peraturin ira!"t..i- Daram Negeri denganberpedoman pada p.r"t".., perundang_undangan.

Pasal 49

(1) Pendanaan 
_ dalam rangka tugas pembantuansebagaimana dimaksud 

--iutu* -F?..r 
{; ayat (1)dialokasiU"l 

:..,.iuf, .^Jurry. penugasan pemerintahmelalui U.*_::*:ian/lembJgu k.pada gubernur ataubupati/warikota dan/atau-tepata desa.(2) Pendanaan 
. *l1m, rangka tugas pembantuandialokasikan un tuk kegia-t-ai' yan g bersifat fi sik.

Bagian Kedua
Perencanaan dan penganggaran

Pasal 50
(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yangfilp ditugaska" fi;;; .JJr"i dengan Renla_xr aan

DISTRIBUSI III
(2) Rencana
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(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan
kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan
memperhatikan kemampuan keuangan negara,
keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan
pembangunan daerah.

Pasal 51

(1) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukansesuai dengan ketentuan yang'berlaku bagi ApBN.
(2) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkandalam penrusunan RKe_Xl.
(3) RKA.-KI' yang telah disusun menjadi dasar dalampembahasan bersama antara kementerian/lembaga

dengan komisi terkait di DpR.
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Pasal 52

(4) III-K! yang terah disepakati oleh komisi terkait diDPR disampaikan- 
. 
t<epaaa Menteri Keuangan danmenteri yan,g 

313!iaangi perencanaan pernbangunannasional untuk dilakukai penelaahan.
(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi SatuanAnggaran per Satuan Kerja (SApdK). 

-----'J

(6) RKA-KL . yang telah ditetapkan menjadi SAPSKdisampaikan klpaaa tementerian / lembaga.
(7) Kementerian/re6[aga menyampaikan RKA_KLsebagaim""?,diT.lksud puJ.. ayat (6) kepada gubernuratau bupati/walikota untuk "aiu.lit.ri,il"r-, 

kepadaDPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saatpembahasan RApBD.
(8) Setelah menerima RKA_KL, gubernur ataubupari/walikota *."y.*paikan ;;;i;; pejabatpengelola keuangan - tugas pembantuan untukdi te tapkan oleh kei_ren terlui't r.*f .e;. 

*"' **
(9) Tata cara penJrusunan RIG_KL mengacu padaketentuan peratuian perundang_undangan.

(1) RIG-KL yang tetah
dalam pasal 51

ditetapkan sebagaimana dimaksudayat (6) menjadi dasar auLrnpenJrusunan DIpA.
(2) Tata cara pen^yusunan dan pengesahan DI,A mengacupada ke ten tuan peraturun p."rr., dan g- undan gan .

DISTRIBUSI III

Pasal 53



Pasal 53

Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga sebagaimanadimaksud dalam pasal 39 ayat (s) serta RKA-KL dan DIpAsebagaimana dimaksud dalam pasar sz ay:it 1iJ argrr.ut u,oleh Menteri Keuangan sebagai bahan p."r^rrouan danevaluasi dana tugas pemb"antuan, serta perumusankebijakan dan pengendalian fiskar nasionar.

Bagian Ketiga
penyaluran dan pejiksanaan

Pasal 54

(1) Penyaluran dana tugas pembantuan d,akukan orehKuasa Bendahara ri".r*- Negara -"i.r,.i RekeningKas Umum Negara
(2) Tata cara penyaruran dana tugas pembantuandilaksanakan 

,sesuai dengan keteitu ri  peratu.anperundang_undangan.
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Pasal 55

(1) Penerimaan sebagai akibat peraksanaan tugaspembantr", 
T.Iypik"r, p*"r,*u^" ;;;;;; dan wajibdisetor oleh pejabat K;;; pengguna Anggaran kerekening Kas Umu* W.gu* sesuai dengan peraturanperundang_undangan.

(2) Dalam har peraksanaan tugas pembantuan terdapatsaldo kas pada akhir tah;; anggaran, sardo tersebutharus disetor ke rekeni;fK;. Umum Negara.

Bagian Keempatpengelolaan Barang ililiL NegaraHasil pelaksanaan Tugas pembantuan

Pasal 56

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dariffl*:ffi; "S#i 
i"*^ - pembantru,,'- .'e,upaku,,

(2) SKPD melakukan penatausahaan b11ang milik negarasebagaimana_di1ak.il ;;a ayat (t) isuai denganperaturan perund".rg_r.rd".rg"..

DISTRIBUSI III
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(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,penatausahaan, penggunaan dan parrrurfa^tan barangtersebut dilaksanakan oreh p.*"iirrtah provinsi ataukabupaten/kota sebagai barang milik daeiah.

Pasal 58

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan danpemanfaatan barang sebagaimana' dii"ak"ua dalamPasal F7 ayat 
. 
(2), merufakan 6di";--;"s tidakterpisahkan dari pengelolaan " Uarang miliknegara/daerah.

(2) Tata 
"T? pengelolaan barang milik negara sertapengendalian dan pengawasannya, dilaku[an sesuaidengan ketentuan p.rulrran perundang_undangan.
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Pasal 57

Pasal 59

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

TUGAS PEMBANTUAN

(1) Pertanggungjawaban dan. pelaporan tugaspembantuan mencakup aspek marrailri"i-d^., aspekakuntabilitas.
(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan rearisasipenyerapan 

9.yr.., .pencapaian target" keluaran,kendala yang dihadapi, dan saran tindai lanjut.
(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan rearisasianggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan,dan laporan barang.

DISTRIBUSI III
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Bagian Kesatu
penyelenggaraan

rugas pembantnl:T5:ilj*.,i,,,ah 
kepada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Pasal 60
(1) Kepala SKPD provinsi

bertanggung jawab atas
pembantuan.

atau
pelaporan

kabupaten/kota
kegiatan tugas

(2) Penyusunan 
1T. p:"Vampaian laporan kegiatan tugaspembantuan dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugaspembantuan menyusun dan *."y"_paikanlaporan kegiatan setiap triwulan dln setiapberakhirnya 
^ 

tahun .rgi.r.., kepada gubernurmelalui SKPD yang *.ri6iau"gi p..."ianaan dankepada kementerian/lembaga pemberi dana tugaspembantuan;
b. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakantugas pembantuan menyusun a..ir"."yumpaikanlaporan kegiatan 

- 
setiap triwulan dln setiapberakhirnya tahun anggaran kepadabupati/warikota melarui sKpD"i"rg membidangiperencanaan. dan kepada kementErian/lembag"apemberi 

.. 
dana tugas pembantuan danmenyampaikan tembusan kepada SKPD provinsiyang tugas dan kewenangannya sama;

c. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangiperencanaan untuk _e.rggabrrrg:kun lapora"nsebagaimana dimaksud pada huruf a danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun urrgguo' kepada Menteri DalamNegeri, Menteri Xeria-ngan, dan menteri yangmemb i d an gi p e re n c u., uurr- p 
" 

m ban gu n..,, u. io., 
^t 

;d. Bupati/w".r,U"_,:_ menugaskan SKPD yangmembidangi perencanaan 
.untuk menggabungkanlaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b danmenyampaikannya setiap triwulan d; setiapberakhirnya,.tuhrr, .rrggur^r, kepada gubernurmelalui SKPD proui"rr""i yang membidangiperencanaan, Menteri Dalam il.g.ri,--- MenteriKeuangan, dan menteri yan;-.-rr.Lrrruidangiperencanaan pembangunan rr."lo.ril.

DISTRIBUSI III (3) Penyampaian 
.



PRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

-32-

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi lap-oran peraksanaan kegiatan tugaspembantuan berpedoman pada peraturan' perundang_
undangan.

rrrgas pemban t"f T::il3rr,"r,r,rah kepadapemerintah Desa

Pasal 61

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oreh kepaladesa.
(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporankegiatan tugas pembait-uan.
(3) Pelaporan .- kegiatan tugas pembantuandikoordinasikan oleh sKpD krbupateriTt o,^ yangmembidangi pemerintahan desa. ' ,'

(a) Penyusunan 
1?.".p"-"Vampaian laporan kegiatan tugaspembantuan dilakukan dengan tahapan: 

o

a. Kepala desa menyusun dan-menyampaikan laporankegiatan setiap triwulan--g1 ..ti"!--t.rakhirnya
tahun anggaran kepada SKPD t"U"plt.l/toru,

b. Kepala SK.|D kabupaten/kota menghimpun danmenyampaikan laporan kegiatan 
".iiup triwuiandan setiap.. berakhirnya 

!1hun anggaran kepadabupati/walikota melahri sKpD yu.,!' *"mbidangiperencanaan;

c. Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatansetiap triwulan dan ..[iup U.r"[fri*vu tahunanggaran kepada kementeiian/rembaga pemberidana tugas pembantuan dan menyampaikantembusan kepada gubernur;
d. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangiperencanaan untuk menggabunika." t.fo..n daribupati/walikota sebagaimana "aimalJua 

padahuruf c dan.menyamp"ikurr.rya setiap triwulan dansetiap berakhirnya tahun anggaran kepada MenteriDalam Negeri, MLnteri Keuangan, dan menteri yangmembidangi perencanaan p"ribu'grrrurr r,r"io,ut.(5) Penyampaian raporan sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf c dan huruf a?igunak";-";;;gai bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

DISTRIBUSI III
(6) Bentuk
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(6) Bentuk dan isi raporan peraksanaan kegiatan tugaspembantuan berpedoman pada peraturan' perundang_
undangan.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan provinsi Kepada

Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 62
(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakanoleh SKPD. kabupaten/kota yang ditetapkan olehbupati/walikota.
(2) Kepala sKpD kabupaten/kota bertanggung jawab ataspelaporan ke giatan- tu gas pem ban t""i'p.oiri.r. i.
(3) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugaspembantuan provinsiditat<ukan a""g"" i"iapan:

a. Kepala ST.PD kabupaten/kota menJrusun danmenyampaikan laporan kegiatan setiap triwulandan setiap.. berakhirnya q["" ungg"."., kepadabupati/walikota melalui sKpD y"""g' *.mbidangiperencanaan;

b. Bupati/walikota menugaskan SKPD yangmembidangi perencanaan 
.untuk menggabungkanlaporan sebagaimana dimaksud p.a. ril.uf a danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya..tahun anggaran kepada gubernurmelalui SKPD prorii_r-.i y*rf --;embidangi

perencanaan.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf 

. . 
b digunakan *0.*, bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, din evaluasi.

(5) Ketentuan lebih 
- 
lanjut mengenai penyusunan danpenyampaian laporan kegiatan 

---,*U"gaimana

$jmats.u_a pada ayat (3) diaiur J..,gu,l 
-peraturan

Menteri Dalam Negeri. 
r '

rugas p"-u#lX-J*:"in si Kepadapemerintah desa

Pasal 63
(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepadapemerintah desa dilaksanakan oleh i..p.f^ a""".

DISTRIBUSI III

(2) Kepala



(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan
kegiatan tugas pembantuan piovinsi.

(3) Pelaporan .kegiatan tugas pembantuan provinsi
dikoordinasikan oreh sxpo kabupaterrf kot. yang
membidangi pemerintahan desa.

(a) Penyusunan {1n penyampaian laporan kegiatan tugaspembantuan dilakukan dengan tahapan:
a. Kepala desa menJrusun dan menyampaikan laporankegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnyatahun anggaran kepada SKPD katupaten atau

kota;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun danmenyampaikan laporan kegiatan ,.-ti^p triwulandan setiap.. berakhirnya taf,un u"gguiln kepadabupati/walikota melalui sKpD v^J;-;mbidangiperencanaan;

c' Bupati/warikota menyampaikan laporan kegiatansetiap triwulan dan ..iiup U.r"[frii"yu tahunanggaran kepada gubernur.

(5) Penyampaian lap^oran sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf . . c digunakan sebagai bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, din evaluasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan danpenyampaian laporan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatrr a.rgr., feraturanMenteri Dalam Negeri.

rugas pembant"If li:;Xi:ten / ko ta Kepadapemerintah desa
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Pasal 64

(1) Kegiatan tugas pembantuan kabupaten/kota kepadapemerintah desa dilaksanakan oleh kep.i. desa.
(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporankegiatan tugas pemuanlu^ri t 

"urpaten .i.rtot..

(3) pelaporan

DISTRIBUSI III



(3) Pelaporan kegiatan tugas
kabupaten/kota dikoordinasikan
kabupaten/kota yang membidangi
desa.

(4) Penyusun"r O.yr.renyampaian laporan kegiatan tugaspembantuan dilakukan dengan tahapan: 
a

a. Kepala desa menJrusun dan menyampaikan laporankegiatan setiap triwulan dan setiap beratchirnyatahun anggaran kepada SKPD kabupaten ataukota;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun danmenyampaikan iaporan kegiatan se-tiap triwulandan ..tiug.. berakhirnya taf,un 
""gguilr_, kepadabupati/walikota melahri sKpD y"ig- ;;mbidangiperencanaan.

(5) Penyampaian raporan sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf . b digunakan 
";o"g* bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, dfn evaluasi.

(5) Ketentuan rebih lanjut mengenai penyusunan danpenyampaian laporan kegiatan '.LGg"i.r,unu
dirnaksud pada ayat (4) diaf,rr J..rg".r--eeraturanItlenteri Dalam Negeri.
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Bagian Kedua
Pengelolaan Dana

Pasal 65

pembantuan
oleh SKPD
pemerintahan

(1) Kepala sKpD provinsi atau kabupaten/kota serakuKuasa pengguna Anggaran / Barang;"d, ;;mbantuan
::ililflfxff i'*ab--atas'perakJan"L, iu,,u rugas

(2) Kepala SKPD selaku Kuasa penggunaAnggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansidan bertanggun[ jawab t..ir^a.fr-p.Ifrrrrr,rn danpenyampaian laporan pertanggungjaw.bun keuangandan barang.
(3) Penatausahaan 

. keuangan dan barang dalampelaksanaan kegiatan t,Ig"" pembantuan dilakukansecara terpisah dari penatausahaan keuangan danbarang dalam pelai<sanaan dekonsentrasi dandesentralisasi.

DISTRIBUSI III
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(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diselenggur.fi^r, ot.f, SKPDprovinsi atau kabupaten/ko6- sesuai denganperaturan perundang_undangan.

Pasal 66

(1) Penyusunan, 
. dan penyampaianpertanggungjawaban keuangan dansebagaimana dimaksud dalari pasal OSdilakukan dengan tahapan:

laporan
barang

ayat (2)

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugaspembantuan atas nama gri.rrrr, ;;;;"n danmenyampaikan. laporan pertanggungjawaban
keuangan dan barang setiap lriwufin ain setiapberakhirnya tahun
menteri/pimpinan lembaga iltr;::," d.,..k"t:;::pembantuan dengan temiusan kepaau SfpO yangmembidangi pengelolaan keuangan daerah;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakantugas pembantuan atas nama bupatif *alikotamenyusun dan menyampaikan laporanpertanggunryawa,lan keuang.an dan barang setiaptriwulan dan setiap U"r.iili.rry" tahun uigg.r.r,kepada menteri/pimpinan iembaga pemberi danatugas pembantuan dingan tembu;."'k.;;iu sxpoyang membidangi pengelolaan t ..,urrgu.ri".r"i1
c, Gubernur

pertan ggun g; awa b #' 11-##f ?" 0.,^,1;o'.lx:pelaksanaan dana tugas pembantuan danmenyampaikannya setiap triwulan ;;;'. setiapberakhirnya tahun ..r[gu..., kepada MenteriKeuangan;

d. Bupati/walikota 
, T.rrggabungkan laporanpertanggungjawaban t euiigan Iu., buru.r! araspelaksanaan dana !";;; pembantuan danmenyampaikannya setiap triwulan j;;'. setiapberakhirnya tatun 

".Jg"o., kepada MenteriKeuangan, dengan tembusan kepada gubernur;
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e Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikandana tugas pembantuu., *.rryampaikin laporanpertanggungjawaban keuangan- dan barang J.t,upberakhirnya tahun 
".rgg^i., kepada Fr."la.r-,melalui Menteri Xeuangan.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangandan barang berpedoman paa? kJentuan- p.i,.rrur_,perundang-undangan.
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Pasal 67

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian I(esatu
Dekonsentrasi

(2)

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barangatas pelaksanaan tugas pembintuan setiapberakhirnya. tahun urrgguiur, sebagaimana dimaksuddalam pasal 66 ayat fi) butir 
" J"r, d ditampirkan

9:t:y. Laporan^ pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD.

(2) Penyampaian ]ampiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atauterpisah d:l{u: laporan pertanggungjawabanpelaksanaan ApBD

Pasal 68

(1) Mcnteri/pimpinan lembaga merakukan pembinaandan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan
, ^, :.T.rin 

tah an yan g dilimpahi"* k;;;?;ffi .r.,r..(2, rruoernur selaku penerima pelimpahan urusanpemerin tahan dari pemerin tah ".,ir"t"il"l.mbinaandan pengawasan_ kegiatan aetonsenlia"l yangdilaksanakan oleh S Xpo'prJvin si.
(3) Pembinaan sebagaimana pad3 ayat (1) metipuripemberian pedoman, .ia.rdar, fasilitasi danbimbingan trirni., 

";it? p"emantauan dan evaruasiatas penyelenggaraan dekonsentrasi.
(a) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan dalari *"gf.. ..peningkatan kinerja,[llf3ff ::, d an,r."?ilu li t". 

- -.p.ir).,..,r*","^.,
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Pasal 69

(f ) Menteri Keuangan melakukan pembinaanpengawasan terhadap pengelolaan
delionsentrasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi koordinasi, pemberian pedoilari, fasilitasidan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasiatas pengelolaan dana dekonsentrasi.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam rangka._. peningtltan kinerja,transparansi, dan akunlabilitas p;;;;biuu" danadekonsentrasi.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud padadilaksanakan aaiiy rangka il;";p;;penge lolaan dana dekon sent-rasi.

PRESIDE N
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Bagian Kedua
Tugas Pembantuan

dan
dana

Pasal 70

(1) Menteri/pimpinan lembaga merakukan pembinaandan pengawasan dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan yang ditugaska., L.p"ii g;b...,r, u,u.,bupati/walikota.
(2) Gubernur atau bupati/walikota selaku penerimapenugasan urusan pemerintahan dari pemerintahmelakukan pembinaan dan pengawasan kegiatantugas pembantuan yang dilaksanaG; ;; sKpD.(3) Pembinaan sebagaimana pad.a ayat (1) meliputipemberian pedoman, standar, " fasiiiiasi, danbimbingan teknis, serta p"*u.rturu., dan evaluasiatas penyelenggaraan tugai pembantuan.

(a) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan dalam .""gt 
" .-peningkatan kinerja,transparansi, dan aku"ntabifit." 

--p."ti"l"r,gg".ur.,
tugas pembantuan.

Pasal 71

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaanpengawasan terhadap pengelolaan ;;;"pembantuan.

ayat (1)
efisiensi

dan
tugas
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas
pengelolaan dana tugas pembantuan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana
tugas pembantuan.

(+) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka pencapaian elisiensi
pengelolaan dana tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 72

(1) Dalam rangka meningkatka efektivitas
penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi
dan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinan
leinbaga melakukan koordinasi bersama dengan
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhalap
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan
perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Pasal 73

Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan
kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan danatugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 74

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

DISTRIBUSI III
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(2) Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan ataslaporan keuangan.
(3) Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan ataspengelolaan keuangan negara yang terdiri daripemeriksaan. atas aspek ekonomi dan- efisiensi sertaaspek efektivitas.
(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meriputipemeriksaan atas hal-har lain di bidanj keuangan,pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistempengendalian intern pemerintah.
(5) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehunit pemeriksa inteinal - 

f.eme"teii".,7t.,,.Uugu
dan/atau unit pemeriksa eksternar pemerintah.

(6) Ketentuan rebih. ranjut mengenai pemeriksaankeuangan, pemeriksaan t<inerjal dan i.*"rit...r,dengan tujuan tertentu sebagaimana dimatcsud padaayat (2), ayat (?), dan uyut (4) u"rp.Jo*". padaperaturan perundang_undangan.
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BAB XII
SANKSI

Pasal 75

(1) SKPD yang secara sengaja dan/atau rarai darammenyampaikan laporan - dekonse"tr".i 
-J.., 

tugaspembantuan dapat dikenakan sanksi berupa:
a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi dantugas pembantuan untuk triwula., U.rit rrtnya; ataub' penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan 
-sanksi . sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak membeba.fu- sKpD dari--kewajibanmenyampaikan Iaporan dekonsentru.i 

- -a"., 
tugaspembantuan sebagii*urru dimaksud daram peraturanPemerintah ini.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksisebagaimana dimaksud puJu ayat (r) d,akukan sesuaidengan ke ten tuan pe raturu.., 
-p.rrrrdang_u 

ndan gan.
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1) Sehagian dari anggaran kementerian/lembaga yang
digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan
yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan
menjadi Dana Alokasi Khusus.

(2) Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga, Menteri
Keuangan, dan menteri yang membidangi
perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu
melakukan identifikasi dan pemilahan atas program
dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran
kementerian/lembaga.

(3) Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan
dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL.

Pasal 77

(1) Berdasarkan hasil identifikasi dan pemilahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2)
kementerian/lembaga mengajukan usulan besaran
!3Si"" anggaran kementerian/ lembaga yang akan
dialihkan menjadi Dana Alokasi xhusus kepada
Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan melakukan penetapan besaran
bagian anggaran kementerian/lernbaga yang akan
dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalihan besaran bagian anggaran
kementerian/lembaga sebagaimanl dimaksud- pada
ayat (2) dilakukan secara bertahap sejak peraturan
Pemerintah ini diundangkan.

(4) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yangmenurut peraturan perundang_undangan telahditctapkan sebagai urusan pemerintah dan
dila!<sanakan berdasarkan asas dekonsentrasi/tugas
pernbantuan, pendanaannya wajib mengikutikeltentuan yang telah diatur diam peraturan
Pernerintah ini.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

diberlakukannya peraturan pemerintah ini,

Pasal 79

1' Peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan .pertanggungjawab; K;";;gan dalamPelaksanaan Dekonseniiasi-dan r"g". e.nrbantuan(Lembaran 
\ega1a Republik Indonesia Tahun 2O0ONomor 203, dan Tambahan Lembaran Negara RepublikInd,onesia Nomor aO23);

2' Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OOt Nomor 62, danTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4095); dan
3' Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 200I tentangPenyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesii Tahun 2OOl 

'Nomor 
77, danTambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor afi6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengerolaandana dekonsentrasi dan auriu lrgas pembantuan diaturdengan Peraturan Menteri i<.rungun,

Pasal B0

S.mua ketentuan peraturan perundang_undangan yangberkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi,pcnyelenggaraan tugas pembantuan, serta pendanaandekonsentrasi d.an tJga. il;;;"tuan wajib mendasarkandan menyesuaikan p."'g"1"r^nnya dengan peraturanPemerintah ini.

Pasal 8l

5,"Jl[T&Temerintah ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

ttd.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 200g

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MAT"TALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peratu(p1 perundang_undangan
Bidang Politik dankesej ahterain Ralryalt,
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2OO8

TENTANG

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

I. UMUM

Negara iiesatuan Republik Indonesia daram penyelenggaraanpemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugaspembantuan' Dekonsentrasi dan tuga. p.rrrburrtuan diselenggarakan karenatidak semua wewenang dan tugas-pemerintahan dapat 
-alTumtur., 

denganmenggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, ..u^g.i t o.r..t r-,.rrsi negarakesatuan memang tidak dimungkinrcan 
o 

".*r. wewenang pemerintahdidesentralisasikan dan diotonomkai sekaripun kepada daerah.
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalamkedudukannya sebagai wilayah ua*lr-,i.t.uri untuk melaksanakankewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakijpemerintah di wilayah p.ouitr.i. Gubernur sebagai kepala daerah provinsiberfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untukmenjembatani dan memperpendek r..rtu.rg kendali pelaksanaan tugas danfungsi Pemerintah termasui< daram p"-ul.ruur .dr., pengawasan terhadappenyelenggaraa-n urusan pemerintahan di daeiah kabupaten dan kota. Dasarpertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;b' terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangikesenjangan antar daerah;

c' terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan danantarpemeri;rtahan di daerah ;
d' teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosialbudaya daerrh;
e' tercapainya efisiensi dan efektifitas- penyelenggaraan pemerintahan, serta

['*?'i:]?Xt, !il" 
o'"sunan d an pelaya;; teirr aaap rep.,. ti, g.,, r,nr n,

f' terciptanya komunikasi sosral kemasyarakatan dan sosial budaya dalamsistem administrasi Negara Kesatu", i.;;brik Indonesia,
. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistemoan prosedur Denugasan Pem-eriniah u"oiil'daerah dan/atau desa, daripemerintah provinsi-=["p"i""'tu.uup.t";iffi dan/atau desa, serta dari
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pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkanpelaksanaannya dan memlpertu.rrggrrrgawabkannya kepada yang memberipenugasan' Tugas pembantrT, - disilenggarakin karena tidak semuawewenang dan tugas pemerint?lu" dapat"iit*tri"" ;;;;;" menggunakanasas desentralisasi dan asas dekonsent.a"i. pemberian tugas pembantuandimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas'penyelenggaraanpemerintahan, pengelolaan pemburrgrrrurr, au., ilI"y";;; umum. Tujuanpemberian tugas pembantuan adalufr ;;;perlancar i.i;k..r-raan tugas danpenyelesaian permasalahan, serta membantl pgnye-ienggaraan pemerintahan,dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. ,

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerahdan/atau desa meriputi sebrgian t"s..-,"g.. pemerintah yang apabiladilaksanakan oleh daerah aanTa-tau a..ilr.urr-lebih en"ien-aan efektif. Trrgaspembantuan yang diberikan oleh pem.ri.rJ^r, provinsi sebagai daerah otonomkepada kabupate n/kota dan/atau a... 
--rn"liputi 

sebigian tugas_tugasprovinsi, antara lain dalam bidang 
-f"*.ri.rtahan 

yang bersifat lintaskabupaten dan kota, ..rt" sebagiai il;;-. pemeriniaha-n dalam bidangtertentu lainnya, termasuk irq",seb-agian t"e. pemerintahan.yang tidak ataubelum dapat iit"t.u".t ;;;l r.uuriut.;L koja. Pg". pembantuan yangdiberikan oleh pemerintah kabupate;/k;;.;epada desi *..,".t,.,p sebagianl.*llf; *?::'"ten / kota ai u:ia."e o.-..i"iahan v;;j ;;njadi wewenans

Penyelengga-raan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atasmemberikan konsekuensi ierhadap p.";;;;;" pendanaan. Semua urusanpemerintahan yang sudah air.rur-,iiu,.,-i'niaai kewenangan pemerintahdaerah harus aiaJnai d;;i 
1ppD,. .;;^"gl;" urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Pemerintah n..r. iialnai dari epgN meralui bagian

3:f,-.Tliln 
u',T."lLli'"yl'#|u'"' pengaturan pendanaan kewenangan

p e m e ri n t ah an yan s aka n d l i - il;?'#'i:, 
" 
5:" i:il::il. 

..."r.ixl; 
; *;::x:dekonsentrasi, -dan- 

r.u"giu' urusan pemerintaha.n y_u.g akan ditugaskankepada daerah provinsi- dan tuurrprt.ryt ot. berdaslrkan asas tugaspembantuan' Har 1ni sejala., J..rg^n unaarrg-undang Nomor 33 Tahun 2oo4tentang Perimbangat' xluu"g"" antara pem-erintah pusat dan pemerintahanDaerah yang menyatakan bahwa perimbu,.;;; keuangan antara pemerintahdan pemerintahan daerah *.irput u., "rult "r.t..r, yang menyeruruh daram*,:-I.LX i1ffiff,ff : J".,?It. " ssaraan as a s d e.s.;;;fi. ;:i,' o. uo.,. e n rra s i,

ilI!f, fl it"n;j#tl;f '""5,';:T:*tl*;"T'H:T:fl:ilf ::
p e n d apa t a " ; " ;;1,' d;; I j; _:3i; * ;: :l:, 

"l 
liT oli"ll,.n**j ilH?:-sejalan dengan har ii.,," -'il.k* 

dt;;;; 
_ _*.*:,.,?r,_, pemerintahan,perrmpahan wewenang pemerintrh"rr,-d.;-;;;*"san 

dari plmerintah daramrangka penyelenggaraan asas o."..,tratffi;- aetonsen;;;, dan tugas
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pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan danpemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Dana dekonsent-rasi pada hakekatnya merupakan bagian anggarankementerianl..lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakilPemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenanganyang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan danmempertanggungjavrabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementaradana tugas pembantuan merupakan b"agian anggaran kementerian/lembagayang dialokasikan untuk daerah provinsi "^t", 
kabupaten/kota, dan/atau desasesuai dengan beban dan jenis p..rrgurun yang diberikan dengan kewajibanmelaporkan dan mempertanggungj-awabkan kepada yang memberikanpenugasan' Pendanaan tugas pembantuan dari pimerintah kepadapemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagianurusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari presiden.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebutdimaksudkan untuk meningkatk;;- f".r"upuiu' kinerja, efisiensi danefektivitas daram penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, danpembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan a.r .ir.rgitas secaranasional antara p;ogram dan kegiat^., a.t orrsentrasi/tugas pembantuan yangdidanai dari APBN dengan pro,glam. dan kegiatan desen?i.ti...i yang didanaidari APBD' Selain itu,- pengal,ckasian a"rri dekonsentr^"i aa. dana tugaspembantuan juga dimakiudkan untuk i;ih menjamin tersedianya sebagiananggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yangsudah ditetapkan dalam Renja"-KL t;&;;;!u"., pada RKp.
Untuk mencapai adanya keselarasur, 

.q3., sinergitas tersebut di atas,maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih aarruiu 
--dilakukan 

proseskomunikasi dan ptitt'.uraan yang baik antara kementerian/lembaga dengangubernur vans akan menerimi t.-giutun f.tinrp;;;';;;;;ang, dan dengandaerah provinsi atau kabupaten/liota danTa,tau, desa yang akan menerimakegiatan tugas pembantuan' Proses komunrxasr dan perencanaan tersebuLdiharapkan dapat tercipta adanya sistem p....,...raan dan penganggaran yangterintegrasi dalam kaitanny^ ggis"" n;;i;as1n dan penyesuaian Renja_rilmenjadi RKA-KL yang telah oiririci ;."il;; unit orgarii""ii berikut programdan kegiatannya, termasuk alokasi ."*..,iu.u untuk pendanaan kegiatandekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penyerenggur.u, au* p..,!.bh;; dana aetonse.,trasi dan danatugas pembantutt' *tt'iadi sangat penling untuk diberikan pengaturan secarale bih mendasar dan t o-pr.t .,'r"ir dalam F".ri.rr"r. pemerintah ini.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas,
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Pasal 2
Ayat (1)

Selain berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,Pemerintah dapat pula. menyelenggarakan sendiri sebagian urusanpemerintahan yang menjadi t L*e"iigannya.
Ayat (2)

Cukup jel

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anggaran kementerian/lembaga yangdialokasikan kepada instansi virtikal di daerah adalah sebagiananggaran yang dialokasikan untuk kantor pusat (Kp) dan/atau kantordaerah (KD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Penetapan SKPD oleh gubernur dilaksanakan selambat-lambatnya

[?S-.:*.X,.;:X'"^ 
bulan Juli tahun berjalan seterarr ait.tupr.annya

Ayat (2)

Penetapan sKPD oleh gubernur, bupati, atau walikota dilaksanakan
::[ili t1 J3#,?""Y.:," T:::t" "1;,':li:*' 

b, I u,, J;li 
-,]r,,., 

b e rj ar an

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal S

Cukup jelas

DISTRIBUSI III

Pasal 6
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Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud urusan pemerintahan tertentu adalah urusanpemerintahan- rang menjadi kewenangan pemerint"h_t;g bersifatkhusus dan efektif apabila dilaksanakarl oleh pemerintah desa.
Ayat (2)

Cukup jeias.

Ayat (3)
Kementerian/lembaga dalam mengajukan permintaan persetujuandari Presider\, dis.erlai dengan jenls urusan pemerintahan tertentuyang akan ditugaskan kepadl p.*.ri'tufr-a."u.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas,

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 1 I
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 
..melampaui satu wilayah administrasipemerintahan adalah pelimpah"l- ,*."r, pemerintahan dalam*ilI:f :i:TH 

" 
_#nm r: : _:p,:_,: " 

ff;:;' i,'., t*..r r;;;
Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

DISTRIBUSI III

Pasal 13.
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Pasal 13

Ayat (i)
Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yangdidekonsentrasikan kepada i".iurr.i vertikal adalah urusanpemerintahan yang ditetapkan menyadi tugas a* ru.rg"i instansivertikal qid." saat pembentukan org;;i"""inya.
Apabila di daerah belum terbentuk"instansi vertikal yang membidangipolitik luar negeri, pertahanan, k;;;;;n,5rustisi, moneter dan fiskalnasional, dan agama, maka 

".Uugiu" .r-.r.un dimaksud dilimpahkankepada gubernur selaku wakil perierintah.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal tertentu adalah instansipusat yang berada di daerah dan .-merupakan bagian darikementerian/lembaga serain kementeriln/temb3ga yang membidangipolitik J,,ar negeri, plrtahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskalnasional, serta agama.
Ayat (3)

Peraturan. perundang-undangan dimaksud adarah peraturanPemerintah tentang -pembaglan 
urr..., pemerintahan Antara

l:ffi'L:t ?cmeriniahan Daeiah Provinsi, dan peme.i.,t^r,u., Daerah

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (S)

Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmemperhatikan dampak V."g 
-.,i*Urt 

sebagai akibat daripenyelenggaraan suattr urusan pemerintahan. ap.ti" dampak yangditimburkan bersifat rokar, -Jk;';;;"", pemerintahan terseburmenjadi kewenangan pemerintahan aa".ar, kabupaten/kota. Apabiladampaknya bersifit rinias ka.bupater, ur* kota dan/atau regional,maka urLlsan pemerintur-,"o it"-"r*;;, ke-wenangr.rr, p"_erintahanprovinsi; dan apabila dampaknya u.r.irut rintas frovinsi dan/ataunasionar, maka u..rru., itu menjadi tewenangan pemerintah.
Akuntabilitas adarah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmemperhatikan pertanggungjawab?n- -p"_"rintah, 

pemerintahandaerah provinsi, 4"" ;;;"riitun.r,:'ia"rah kabupaterrJtot. darampenyerenggaraan rrr."r, pemerintahan--tertentu kepada masyarakat.

DISTRIBUSI III
Apabila.
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Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara
langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka
pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak
penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung
dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu pr&i.,.i
maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungjawlb mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan
apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebihdari satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka pemerintah
bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dimaksud.
Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmempe..hatikan daya guna teriinggi yang iapat diperoleh daripenyelenggaraan suatu urusan pemerinLhan. Apabila urusanpemerintahan lebih .berdayaguna ditangani pemeri.rt"h^., daerahkabupaten/kota, maka diieiahkan X.p"uJ. pemerintahan daerahkabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan rebihberdayaguna bila. ditangani pemerintuiru., daerah provinsi, makadiserahkan kepada pemlrint"hu' daerah provinsi. 'Apabila 

suatuurusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani pemerintah,
maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.
Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteriapembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tatahubungan keharmonisin anttrr penyelenggl.. pemerintahan.

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Peraturan. perundang-undangan dimaksud adalah Undang_undangtentang sistem Perencanaan-Pembangunan Nasional dan peraturanPemerintah tentang Rencana Kerja penlerintah.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup ielas.

DISTRIBUSI III

Ayat (a)
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Ayat (a)

Tujuan dari pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikan
hasil-hasil.,b.enetapan pagu sementara untuk me-nyadi p.rti*bungan
gubernur.dalam rangka penunjukkan SKPD yang 

^i.", melaksanakanprogram dan kegiatan dekonsentrasi.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh gubernursebagai dasar peraksanaan anggaran din pengelolaan kegiatan.
Pasal 17

Ayat (1)
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi didalammelaksanakan kewenangan atributif dan t"ilrru.r.,gu., yangdilimpahkan oleh Pemerintah, pendanaannya dibebankan kepadaAPBN pada bagian anggaran Departemen Dalam Negeri yangdilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi. Bagian anggarantersebut dikelola secara tertib, taat pada peraturain perundang_undangan, efisien, ekonomis, eiektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan ,^.u t .aait".r, kepatutan, dankemampuan keuangar negara.
Huruf a

Sinkronisasi
penganggaran.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

termasuk dalam hal perencanaan dan

Pemberitahuan oleh gubernur kepada DPRD provinsi dimaksudkanuntuk menginformasikan- rn.rg.rii program di' kegiatan yang akandilaksanaka,r daram rangka peiyelenggaraan dekonsentrasi.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

DISTRIBUSI III
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang pemerintahan adalah
pelimpahan dari kementerian/lembaga kepada gubernur untuk
melaksanakan sebagian kewenangan tertentu sesuai peraturan
perundangi ndangan.

Ayat (3)

Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi, perencanaan,
fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Sebagian bcsar dari dana dekonsentrasi digunakan untuk kegiatannon-fisik, 9.r sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatanpenunjang berupa pengadaan barang yant dapat menghasilkan aset
tetap.

Besar kecilnya- belanja untuk kegiatan penunjang dimaksuddisesuaikan dengan karakteristili kegiatan - 
mising_masingkementerian/lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran,ekonomis, dan efisiensi.

Pasal 2 1

Ayat (i)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasiandana dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan ApBN dalammendanai urusan pemerintah pr.it merarui bagian urrggu.u,-,kementerian/lembaga.

I{eseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bah,,vapengaiu'kasian dana dekonsentrasi mempertimbangkan besarnl,atransfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah,agar alokasi dana dekonsentrasi menjadi teuifr efektif, efisien, dantidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu,
Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasiandana dekonsentrasi disesuaikan dengan prioritas pembangunannasional dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

DISTRIBUSI III

Ayat (a)
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Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan sApsK adalah pagu alokasi dana untuksatuan kerj.a dari bagian anggaran keminterian/rembaga yangdisusun berdasarkan peneraahan atas rencana kerja r.rgg^o.r.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

RKA-KL ya.ng _disampaikan oleh kementerian/rembaga kepadagubernur dalam bentuk dokumen resmi yang disertai data elektronik.
Ayat (8)

Penetapan Kuasa pengguna Anggaran, pejabat pembuat Komitmen,Pejabat Penguji Tagihan/penandatangan "srrut perintah Membayar(sPM) dan Bendahara pengeruaran oleh gubernur diraksanakanselambat-lambatnya minggu f,ertama bulan D"esember tahun berjaransetelah diterimanya eeraiuran Menteri/pimpinan Lembaga mengenaipelimpahan sebagian urusan pemerintahan.
Ayar (9)

Pemberitahuan RKA-KL oleh gubernur kepada DpRD provinsidimaksudkan untuk mensinkron]sasikan r..giatur-, pemerintah yangdidanai melalui APBN. d11san kegiatan yang menjadi urusan daerahyang akan didanai dari ApBD
Ayat (10)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adarahPeratura pemerintah ientang -R..r"u..ru 
Kerja dan AnggaranKe m e n terian / Lem baga, termu.,.rirl,-,g" peraturan pelaksan aan nya.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

::H;;H:1"?jIt,?:5:l;:ntrasi duakukan oleh gubernur sebagai

Pasal 24
Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat drjadikansebagai bahan pertimbangan kepada t 

"*.rrterian/lembaga daram
8:Ifi:#:n rencana pengalokasian cana dekonsentrasi tahun anggaran

Pasal 25
Cukup jelas

DISTRIBUSI III
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Pasal 26
Ayat (1)

Yang
Undan

Ayat (2)

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Penatausahaan mencakup
pendaftaran dan pencatatan
dan aspek pelaporan.

iimaksud dengan peraturan perundang-undangan
g-Undang tentang penerimaan Negara Bukan pajak.

adalah

Saldo kas pada akhir.tahun anggaran merupakan sisa kas yang ada dibendahara yang belum oanTatau tiaat digunakan untuk
melaksa nakan kegiatan dekonsentrasi.

aspek pembukuan yang terdiri dari
barang milik negara, u.p.k inventarisasi,

I(etentuan peraturan perundang-undangan dimaksudPeraturan pemerintah tentang pengJlolaan BarangNegara/Daerah, termasuk peraturan pelakinaannya.

Pasal 28
Ayat (1)

Yang c::naksud dengan "dihibahkan,, adarah pengarihan kepemilikanbarang dari Pemerintah kepada p.-.*r.tah daerah, dari pemeri.tahdaerah kepada Pemerintuir, 
- 
u.riu. f.*.rintah daerah, atau dariPemerintah/pemerintah daerah kepadl pihak lain, tanpa memperorehpenggantian.

Barang milik negara yang dapat dihibahkan adalah barang miliknegara yang sudah ditatausahakan oreh kementerian/lembaga.
Ayat (2)

Dalam hal barang m,ik negara tersebut dihibahkan, makamekanisme, proses, dan waktu "p.rut.uruun 
penghibahan tersebutmengikuti ketentuan perundangl""J""g"; di bidang pengelolaanbarang milik negara/dalrah.

adalah
Milik

Pasal 29
Ayat (1)

Proses pe.ghibahan barang m.ilik negara yang diperoleh ataspelaksanaan dekonsentrasi dilakuka., oteti -enteri/ pimpinan rembagaselaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari MenteriKeuangan selaku pengelola barang milik negara.

DISTRIBUSI III
Ayat (2)
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Pasal 30
Ayat (1)

Aspek akuntabilitas
akuntabilitas barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Peraturan
Pemerintah
Pelaksanaan

adalah
Milik

mencakup akuntabilitas keuangan dan

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang_undangan dimaksudPeraturan Pemerintah tentang pengeloraan Barang
Negara/ Daerah, termasuk peraturan pelaks-anaannya.

perundang-undangan
tentang Tata Cara

Rencana Pembangunan.

dimaksud adalah
Pengendalian dan

Peraturan
Evaluasi

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barangdilakukan dalam bentuk dokuien1""".i yang disertai dengan dataelektronik.

Ayat (3)

Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana dekonsentrasidengan dana tugas pembantu-an dan dana desentrarisasidimaksudkan 
",trli mewujudkan tertib administrasi, transparansi

l3l,.r:::ntabilitas dalam ;";;k" pengerolaan keuangan

Ayat (a)
Penatausllraan keuangan. dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasimengikuti ketentuan piraturan peru.lurg-r.rdangan yang mengaturtentang sistem akuntansi dan p"i"po..r, keuangan pemlrintah pusat.

DISTRIBUSI III
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Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasimengikuti peraturan perundang-unaangan yang mengatur tentangpengelolaan keuangan daerah.

Pasal 33
Ayat ( 1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Gubernur dapat menunjuk sKpD yang membidangi pengelolaankeuangan untuk memblntu p.r,yi"pi hp;;;; gabungan dariseruruh sKpD yang menerimu i.rru dekonsentrasi.
penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meriputi:a' Laporan keuangan 

Yang ditujukan kepada Direktorat JenderalPerbendaharaan dan - Direktorat Jenderar perimbangan
Keuangan;

b' Laporan barang- dan laporan kondisi barang milik negara hasiipelaksanaan dekonsentrasi yang ditujukan kepada DirektoratJenderal Kekayaan Negara.

Laporan kepada Menteri I(euangan digunakan sebagai bahan:a. perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasionar;b. penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;c. pengelolaan barang milik negara;
d- penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatandekonsentrasi, 

.serta penghibarra., uaran*-*ilil. negara hasilpelaksanaan dekor,..rrt.uJi.
Huruf c

;,1??:Jfl'1?"-5:1fl#x??#;:iffi11ixJ"l,"T-"ii::::r;
pemerintah pusat.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adaiahPeraturan Menteri Keuangan teontang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Peme-rintah Pusat dan peraturan MenteriKeuangan tentang si.t.* Akuntansi Barang Ivririk w.!u.^.
Pasal 34

Ayat (1)
Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan ataspelaksanaan dekonsentrasi bukan *Lrrp.t u.r, satu kesatuan darilaporan pertanggungjawaba., pelatcs"rr^.r, ApBD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

DISTRIBUSI III
Pasal 35
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Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Peraturan perundang-undangan d.imaksud adalah peraturan pemerintahtentang pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah,Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan DaerahKabupaten/Kota.

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmemperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat daripenyelenggaraan suatu u.r"i., pemerintahan. Apabila dampak yangditimbulkan bersifat ror.ul, 
-.rrur.^ 

urusan pemerintahan tersebutmenjadi kewenangan pemerintahan au.run iabupaten atau kota.Apabila dampaknya beisifat rintas t auupatln, atau kota dan/atauregional, maka urusan pemerintahan ' it, 
-'*.njadi 

kewenanganpemerintahan orovinsi; dan'apabita aamfau;;. bersifat lintas provinsi
3ffi'.?,Ttn. 

nalionar, maku'- 
-urusan itu menjadi kewenangan

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmemperhatikan. pertanggungjawab"a; ;;;;;intah, pemerintahandaerah provinsi, d^., p"?..iitahan a..."rr-r.abupaten /kota daiampenyelenggaraan urusan pemerintahan ;;;";, kepada masyarakat.Apabila dampak penyelendg;;;" bagian ,.rr..r, pemerintahan secaralangsung hanyl 
-diaiami -r'..*u 

tot<-at r".ir, 
-[.uupaten/kota), 

makapemerintahan daerah kabupaten/kota' bertanggungjawab mengaturdan mengurus urusan pemerintahan -i.r*trr. Apabila dampakpenyelenggaraan bagian 'rr.,.u' 
pemerintahan secara langsungdialami oleh lebih airi .atu-labupat;"ri.;,; dalam satu provinsi,maka pemerintahln daerah f.ouirri y";; u.r!^"gr.utan bertanggungjawab mengatur dan *."g"I"" urusan pemerintahan tersebut; danapa.bila dampak penyeleng!".uu.r-, urusan pemerintahan dialami lebrh;3I#;X,X'";i1:ooTlfili bersirat 

"I.io,i^r, .,,ur.u p.lo..i,,t,n
pemeriniahfn;ir";k"";rr'LLrK mengatur dan mengurus urusan

DISTRIBUSI III
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Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmemperhatikan daya guna teriinggi yang dapat aiperoterr daripenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusanpemerintahan lebih .berdayaguna ditangani pemerintahan daerahkabupaten/kota, maka aisei,rrta" k";-;; pemerintahan daerahkabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan lebihberdayaguna biia dilangani pemerintairan daerah provinsi, makadiserahkan kepada p.*.iirrtahln daerah provinsi. Sebaliknya, apabilasuatu urusan pemerintahan 
^Iu.l. u.rJ"y.grrr. b,a ditanganiPemerintah, maka akan tetap menjadi k.*.;;;;an pemerintah.

Keserasian pembangunan nasional dan wilayah adarah kriteriapembagian urusan pemerintahan y".rg aapat memperrancarpelaksanaan tugas dan pembangunan di daerah dan desa dalammeningkatkan kinerja pelayanan umum.

Pasal 38
Ayat (t)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Peraturan perundang-undangan dimaksud adarah Undang_Undangtentang Sistem perencanaan pembanguna., w..io.ral dan peraturanPemerintah tentang Rencana I(e4.a pemerintah.

T\rjuan dari pemberitahuan adarah dalam rangka menyampaikanhasil-hasil penetap.an pagu sementara untuk 
-menjadi pertimbanganbagi kepala daerah a"rii 

. 
rangka p".,rrlrtkan -SKpi- 

vr.g akanmelaksanakan program dan kegiit.; il;;;pembantuan. :

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga digunakan oreh kepara daerahsebagai dasar pelaksana.rr-^rrgg"r.r, a.rrlengerolaan kegiatan.

DISTRIBUSI III
Pasal 40
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Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

substansi Rancangan Peraturan Gubernur antara lain meliputilingkup urusan pemerint"h"" ;;;g-.t.., ditugaskan, program dankegiatan yang akin dilaksanar."r., tl-.rrrasuk pendanaannya.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat g)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Substansi Rancangan Peraturan Bupati/walikota antara lain meliputilingkup urusan pemerintaha-n v""-* lg.; ditugaskan, program dankegiatan yang akan dilaksanakan, tim..rr. pendanaannya.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

sinkronisasi termasuk daram hal perencanaan dan penganggaran

DISTRIBUSI III
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Cukup jelas.

Pemberitahuan oleh kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan untukmenginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akandilak s anakan dalarrr r"rrg-kr. p 
".ry. 

t J. gg.r.";- iu gas pe m ban tu an.

Sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan .an penganggaran.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

;iHf l#H'x?",;l:t,-:x,;':1;;1'lii1"##t"",,:[?",ii1x:]lH;
dilaksanakan dalam rangka penyelenggl..u, tugas pembantuan daripemerintah provinsi.

Usulan penghentian urusan dilakukan apabila terjadi kejadian
i:?:ollfi" vans tidak memungkinkan ,r.,t,rr. meranjutkan
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (a)

Peraturan perundang-undangan dimaksud a ah peraturanpemerintah tentang pengerolaai Keuu.rg^r, Daerah.

Pasal 49
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penugasan Pemerintah adalah penugasan darikementerian/lemba[a kepada guberrn:r atau bupati/walikota untukmelaksanakan sebagian penugasan tertentu 
- 

sesuai peraturanperundang_undangan.

Ayat (2)

Kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan danmesin' gedung dan bangunanr jaringan, dan k-egiut"r, ii.it lain yangmenghasilkan keluaran (outpuil"J;;;;;ambah nilai aset pemerinrah.
Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untukkegiatan murni fisik, iur, 

".u"gi?, tecit dapat digunakan untukkegiatan penunjang berupa p"rrgr.d"un jasa dan penunjang rainnya.Besar kecilnya beranja , untuk kegiatan penunjang dimaksuddisesuaik3. .- dengan karakteristif kegiatan 
-, 

_u.i.rg_masing
ffil'"T:::Tii'#:1-*,. berdasarr.^,,---'.".s kepatutan, kewajaran,

Pasal 50
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengarokasiandana tugas pembait""" ?i".suaikan J;;;"" kemampuan A'BN
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dalam mendanai urusan pemerintah melalui bagian anggarankementerian/lembaga.

Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwapengalokasian dana tugas pembantuan mempertimbangkan besarnyatransfer belanja pusat ke d-aerah dan k";;;p;an keuangan daerah,agar alokasi dana tugas pembantuan menjadi iebih efektif, efisien, dantidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu.
Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengarokasiandana tugas pembaniuan disesuaikan. J;;;;;rioritas pembangunannasional dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 51
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Penelaahan RKA-KL mencakup kesesuaian dan kewajaran dokumenpendukung yang disiapkan oleh pene.i-ulrg.s pembantuan.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan sApsK adalah pagu alokasi dana untuksatuan kerja dari bagian anggaran klmenterian/rembaga yangdisusun berdasart 
^r, 

p.i.t^ahan?a" r"rrtu.rr^ kerja anggaran.Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Penyampaian RKA-KL kepada gubernur atau bupati/warikotadimaksudkan sebagai aa.a, pertimb"a.rg.r, autum menyusun dokumenpendukung 

- (Kerangka Acuan KerjJ, Rincian Anggaran Biaya,spesifikasi barang, -pernyataa., 
t erar,;d;"r, meraksa-nakan tugaspembantuan, xeputuian itepala nr.r"r,'i#ang penetapan sKpD dan

;:ffi^-ffiIff'"'un tentang pejabat p.ng.rirl k;;;;;" tugas
Pemberitahuan 

.fm_p oleh gubernur atau bupati/walikota kepadaDPRD provinsi atau kaEupaten/kota dimaksudkan untukmensinkronisasikan prograrrr-J"; kegirt.., perierintah yang didanai
['.'*H'r#-"]-*T3:":-i'.-#;;;""k:ffi #i"ngmenjadlurusan
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Ayat (8)

Pejabat pengelola_keuangan terdiri dari Kuasa pengguna Anggaran,Pejabat pembuat Komitmil, pelaba-t renguji Tagihan/penandatanganSurat perintah Membayar, dan g..raahar; peng.iuaran.
Usulan penetapan pejabat pengelora keuangan mempertimbangkankesesuaian,tugls. dan 

-fung.i 
.".?. r.;*;;;;"ri sumber daya manusiauntuk melaksanakan kegialan yang akan ditugaskan.

Penetapan pejabat pengelotl kgu.ansan paring rambat minggu pertamabulan Desember iahin berjalan" ."i.r.n diterimanya peraturan

#H::iy,:ffiX:"^" 
Lembaga mensenai penugasan sebagian urusan

Ayat (9)

Ketentuan
pe r a tu r a n 

+ ffii[1X? i..j,:Xt^ " i;Tjil- u 

?..;1, 
* 

ili," 
o 

o 
" 
;Si] XlKementerian / Lembaga, term-"rk-.y.rg. p..",r."., peraksanaannya.

Pasal 52
Ayat (1)

penyusunan 
DIPA

kementerian/lembaga,
Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Tugas pembantu dilakukan
sedangkan pengesahannya ot.f,

oleh
Menteri

adalah

Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat d5adikansebagai bahan pertimbargll kepada kementerian/lembaga daram:ruffi:i;:,,ffil?l' p"'gilokasian au,,u tugas pembantuan tahun

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang_undanganUndan g- Undang tentan"g p..re.imaa; i.r.;;;. Bukan paj ak.Ayat (2)

saldo kas pada 
1lhir,,u.hun anggaran merupakan sisa kas yang ada dibendahara yang belum a?.r/.a.r, ;idJ digunakan untukmelaksanakan kegiatan tujas f..rrU"r,tuan.
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Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Penatausahaan mencakup 
, 
aspek pembukuan yang terdiri dari5::ktil'X.i.ft m:atatan 

ua,an g,iii,. nesara, ;;;i inve n tari sa si,
Ketentuan oeraturan- perundang_undangan dimaksudPeraturan ^pemerintah ' -i*i"rrg 

penge-lolaan BarangNegara/ Daerah, termasuk p.*irru., pelaksanaannya.

adalah
Milik

Pasal 57
Ayat (t)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Dalam har barang milik negara tersebut dihibahkan, proses dan waktu["i:-,[nXil,i,'ff '.:1ru*tjli**f; #undan ndangandi
Pasal Sg

Ayat (1)
proses penghibahan barang milik_, negara yang diperoleh ataspelaksan.ur 

- 
tugas pembaniuu" Iii^tukln orln ?r.rrteri/pimpinanlembi

,.",1i,",i.1:ft *.L-,lilig:i:*.*ai[T:;l#airrsetujuandari
Ayat (2)

Ketentuan peraturaperaturan p._.,i.,!xr, 
::,-.I[;, _l!il5,:1,."0,,T:".::, "i?ifilNegara/Daerah, termasut p.rutriu? peraksanaannya.

Pasal 59
Ayat (1)

Aspek akuntabilitas
akuntabiiird;;."g.s I11encakup akuntabilitas keuangan dan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Peraturan
Pemerintah
Pelaksanaan

perundang-undangan
tentang Tata Cara

Rencana Pembangunan.

Pasal 6l
Ayat (i)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
peraturan perundang_undangan
pemerintah tentang Tata "C^r"
pelaksanaan Rencanl pembu"g""ui

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (r)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyampaian raporan pertanggungjawaban keuangan dan barang
s,tiir::1n 

daram bentuk aor.u-fien1l"*i yans diseitai dengan data

dimaksud adalah
Pengendalian dan

Peraturan
Evaluasi

dimaksud adalah
Pengendalian dan

Peraturan
Evaluasi
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Ayat (3)

Pasal 66
Ayat (l)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana tugas pembantuandengan dana dekonsentrasi dan"danu- J.r.rrtralisasi dimaksudkanuntuk mewujudkan tertib adminisirasi, transparansi danakuntabilitas daram rangka pengeroraan keuangan negara/daerah.
Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturanPemerintah tentang Standar ikuntanii pemerintahan dan peraturanPemerintah tentang pengelolaan Keuangan 
-ou.rurr, 

serta peraturan

[H::i:,:iT:g:l Gntani sGt.* Akuntlnsi dan peraporan Keuangan

Gubernur dapat menunjuk sKpD la.g membidangi pengeroraankeuangan untuk .rr.-b^.rt, p".ryiupJ- Iaporan gabungan dariseluruh SKpD.yang menerim" d;;il[u"'p.*uantuan.Penyampaian lapoian kepada Mente.i ft.rurrgan meliputi:a' laporan, keuangu., yu,g d:r]rjyk;;- ffia" Direkrorat Jenderal
i:f"t&Xta'aan iut'' Dirlktorat Tenderar e..i-bu'gu.

b' laporan_larang dan raporan kondisi barang mirik negara hasiiperaksanaan 
lugas pembant,ru., ;;g ditujukan kepadaDirektorat JendeLl Kekayaan Negara.

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:a' perumusan kebijakan dan pengendarian fiskar nasionar;b' penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;c. pengelolaan barang milik negara;
d' penyusunan rekomend]s^r nena,ar.?r, program dan kegiatantugas pembantuan, serta penghibahan' bi.ang milik- rr"gr..hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Huruf d
Bupati/walikota dapat menunjuk 

.sKpD yang membidangipengelolaan keuangan untuk 
. 
membantu jerryiap.., raporan

;:lfi-"il"ju" seiuruh sfpo vu.g--*..Jr]*u dana tugas
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Penyampaia, laporan kepada Menteri Keuangan meriputi:a' Laporan keuang-., y.r,g {tujukan [-"p"a" Direktorat Jenderar

i::t^T*taraan d^t' - Dirlktorat lenaerar perimbangan

b. Laporan barang dan raporan kondisi barang milik negara hasilpelaksanaan tugas pembantuan- ,""* ditujukan kepadaDirektorat Jenderal Ke^kayaan Negara.
Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:a' perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;b' penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;c. pengelolaan barang milik negara;
d' penyusunan rekomenda_]r RendaSu* program dan kegiatantugas pembantuan, serta penghibat 

^" ui."r* .iiuu^ regara
ry ^ 

hasil pelaksanaan tugas pembantuan.
rlurt-ll e

Laporan perta,ggungjawaban keuangan dan barang digunakan
;:.*.yj,:f?J:i."e""" a"r"- p;il;.;; Laporan Keuangan

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang_undangan dimaksud adalahPeraturan Menteri x.rrurrgli' [r.tur-,[ sistem-Akuntansi dan pelaporan
5,'.:ffi-;il#,H:itii.'d'fi :;#ft l*-;;"#:l..ir.,uieu,.'i1,,,u,,g

Pasal 67
Ayar (1)

Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atasperaksanaan tugas-p.riu.rrtu"., b;;; merupakan satu kesatuan darilaporan pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Pedoman dan standar,,""t.,k penyerenggaraan dekonsentrasi yangdiberikan kementeri""lt"*,uug"' u;ila.daerah perlu disesuaikandengan kondisi aa" t.tJrsediaan .;;;; daya manusia di daerah.
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Ayat (a)

Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untukmensinkronisasikan antara reniina kegiatan dengan hasil yangdicapai, dampak peraksanaan dan kesJsuaian dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 69
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan dimaksud
mensinkronisasikan an
dicapai, dampak pelakr
perundang_undangan.

Ayat (a)

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

diselenggarakan dengan tujuan untul<tara rencana kegiatan dengan hasil yangsanaan, dan kesesuaian dengan peraturan

selain dilakukan daram.rangka pencapaian efisiensi, pengawasan ataspengelolaan dana dekoisentrasi juga iimaksudkan untukmerumuskan kebijakan pengalokasian d;; d.[.r...,trasi.

Pedoman dan standar untuk penyelenggaraan tugas pembantuanyang diberikan kementeriani lemb"g":'-;;ada daerah perru
SitaTlXtan 

dengan kondisi d;; keters"edi"".,-!r-ber daya manusia

Ayat (a)
Pembinaan dimaksud . diserenggarakan dengan tujuan untukmensinkronisasikan antara .".r-.Irrudicapai, a"^pur.*i.rLrur,^.,, d;;- -::S:Xt;;:" 

o::f,i:" 
T::l"rI*perundang_undangan.

Pasal 71
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untukmensinkronisasikan antara rencana 

. 
kegiatan - a..rg"r, hasil yangdicapai, dampak peraksanaan, dan kesEsuaian deigan peraturanperundang_undangan.

Ayat (a)
Selain dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasan ataspengelolaan 9"1" tugas pembantuan juga dimaksudkan untukmerumuskan kebijakan pengarokasian dana ;"g"; ;;;bantuan.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Pemeriksa internal kementerian/lembaga dapat menderegasikankepada dan/atau bekerjasamu J"rrgu.., aparat pengawas daerah.Pemeriksa eksternar pemerintah adalah auditama BpK yangmembidangi kementerian/lembaga terkait.

Ayat (6)

Pasal 75
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Peraturan perundang-undangan dimaksud adarah undang_Undang
irAH: 

Pemeriks.u.t, P"r,gelJlaan dan ru.,ggurrg Jawab If.rr.,g..,
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Ayat (3)

Pasal 76
Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud termasukdiantaranya peraturan Menteri KJuangan-i.r,turrg Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan pemerintah pusat.

Bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadiDana Arokasi Khusus adarah urrggur"r, yang secara nyata masihdigunakan untuk meraksanaka.r-' program dan kegiatan yang

ffi?iitr nl:"tt" daerah, terutama yans tertuang di aaam

Pengarihan anggaran kementerian/rembaga tersebutmempertimbangkan kebutuhan anggaran kementerian/lembagauntuk mendanai bidang/kegiatan 
.y1lg menjadi skara nasionalTprioritas nasional, baik yang b'.;-if"t kebijakan maupun operasionar.Ayat (2)

Identifikasi dan pemilahan dilakukan berdasarkan database programdan kegiatan kementerian/r;il;;;ang merupakan penjabaran dariurusan pemerintahan yang menjari li.*..r"rrgan pemerintah.
Ayat (3)

Hasil identifikasi dan pemilahan digunakan oleh Menteri Keuangansebagai bahan penetapan b..".u.,'anggaran kementerian/lembagayang akan diarihkan menjadi ou.,u etokasi Khusus.

Pasal TZ
Ayat (1)

pengusulan hasil identifikasi . dan pemilahan oleh
t:Ht?J ili ilff fi.?f; fitf i r,r'",i*i x. u u,, g u,, irl u* p a i k a n p a r i n g

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Tahapan pengalihan dimaksud selesai dilaksanakan paling lama2 (dua) tahun Lnggaran sejak pe.atu.a., pemerint"r, i"i diundangkan,dengan tujuan - untuk memberikan kesempatan kepadakementerian/lembaga dalaS -..ryrl-rn program dan kegiatan yangsesuai dengan pola pembagian ;r;,.;;-pemerintahan.
Ayat g)

Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
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Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas
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